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PENGADAAN
ASN TAHUN 2022



Usulan dan Penetapan Formasi
PPPK Tahun 2022 di Dinas Sosial

NAMA PERANGKAT DAERAH USULAN PENETAPAN

DINAS SOSIAL 64 3

AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA 1 0

AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER 3 3

PEMULA - PEKERJA SOSIAL 60 0

Berdasarkan:

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 621 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2022



Balasan Surat 
Kepala BKD Jawa 
Timur Perihal Rekom 
Formasi JF Pekerja 
Sosial Pemula
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KEBIJAKAN
PENDATAAN NON-ASN 2022



SE MENPANRB 22 JULI 2022



Rekapitulasi Pendataan Tenaga Non ASN
Pemerintah Provinsi Jawa Timur

NO JENIS KETENAGAAN
MASUK 

PENDATAAN

TIDAK MASUK 

PENDATAAN
KETERANGAN

1 Pegawai BLUD Non PNS 12 5.212 12 orang THK-2

2 PTT-PK 4.175 415

3 GTT 20.686 - 1.367 eks THK-2

T o t a l 24.873 5.627

Data Non ASN Dinas Sosial:

PTT-PK : 294 Orang

Eks THK II : 259 Orang

Non PTT-PK : 129 Orang

Jumlah  : 432 Orang



Kemana Pegawai Non ASN  
Pasca 28 November 2023

???

Bagaimana Kebijakan  
di Pemprov Jatim

???



KENDALA
Tidak semua jabatan dapat dipenuhi melalui PPPK, dikarenakan harus Jabatan Fungsional

contoh: Penjaga Pintu Air pada Dinas PU SDA 

Petugas Penagih Pajak pada Bapenda

Tenaga Administrasi lainnya yang bukan Jabatan Fungsional

Tenaga Keamanan, Petugas Kebersihan dan Pengemudi dapat dipekerjan melalui

Tenaga Alih Daya (outsourching)

Menghapus status kepegawaian Non ASN hingga tenggat waktu 28 November 2023

Tidak Diperbolehkan melakukan perekrutan pegawai Non ASN

Menyusun Langkah strategis penyelesaian pegawai Non ASN yang tidak  

memenuhi syarat dan tidak lulus CPNS/PPPK



JENIS KEPEGAWAIAN LAINNYA

 Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-8/PB/2019:

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

 PPNPN adalah: Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Honorer,

Staf Khusus dan pegawai lain yang dibayarkan APBN

 Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar adalah Pejabat yang

diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas

permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran

 Surat Perintah pembayaran diterbitkan oleh PPK



KONDISI KEPEGAWAIAN
PEMPROV JAWA TIMUR

01

02

03

Hingga 22 Juni 2022

26.287 16.434

6.628

3.225
Keputusan Gubernur

Pegawai BLUD / RS

Teknis Administratif



PENGELOLAAN PEGAWAI NON PNS
DI PEMPROV JATIM

1. Usulan kebutuhan/formasi PTT-PK

2. Pembayaran gaji dan tunjangan

3. Penilaian kinerja bulanan

1. Verifikasi usulan berdasarkan

formasi

2. Seleksi / Tes

3. Rekomendasi pengangkatan

4. Penetapan Nomor Induk PTT-PK

5. Rekomendasi penilaian kinerja

6. Rekomendasi pemberhentian

BPKA

D

PERANGKAT 

DAERAH

1. Verifikasi kebutuhan gaji dan 

tunjangan PTT-PK

2. Rekomendasi pembayaran

gaji dan tunjangan PTT-PK

Dikelola menggunakan Aplikasi sejak

2014

Pendapatan PTT-PK sesuai UMR (4,3 juta)

PEGAWAI PEMERINTAH 

DENGAN PERJANJIAN KERJA 

(PTT-PK)



MENEBAK ARAH KEBIJAKAN KEMENPAN-RB

PENYELESAIAN TENAGA NON ASN

PERSPEKTIF MENPAN-RB

• Tenaga non ASN diserap melalui formasi

PPPK baik Guru dan Nakes

• GAP kompetensi Pegawai Non ASN 

disolusikan melalui program peningkatan

kompetensi

• Non ASN diberhentikan, dapat diberikan 

kesempatan sesuai minat
- Pelatihan pengembangan Wirausaha

- Kartu PRAKERJA

- Outplacement BUMN, BUMD, Swasta

- Diberikan pesangon

PERSPEKTIF PEMDA
• Membutuhkan kinerja Non ASN akibat

kebijakan kurangnya pemenuhan formasi

PNS

• Penghapusan Tenaga Non ASN Tahun

2023 berdampak pada pelayanan publik

PERSPEKTIF NON ASN
 Membutuhkan pekerjaan dan 

kesejahteraan

DISCLAIMER:

• Rekrutmen PPPK efektif digelar di tahun 2021 dengan serapan

formasi yg minus growth; dan

• Pemda terkendala keterbatasan anggaran.



Instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD 
khususnya Rumah Sakit diberikan keleluasaan untuk melakukan
rekrutmen tenaga Non-ASN untuk melaksanakan pelayanan
kesehatan (pelayanan dasar) kepada masyarakat;

Untuk itu, dimohon instansi pusat melakukan advokasi bersama
instansi yang berkepetingan untuk mengakomodir penambahan
DAU di daerah.

Pemerintah Daerah hendaknya diberikan waktu yang cukup untuk
melakukan pemetaan dan penataan kebutuhan PPPK hingga 
tahun 2025.

PTT-PK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat
dialihdayakan kepada jenis kepegawaian Pegawai Pemerintah 
Non Pegawai Negeri (PPNPN);

Pegawai Non ASN dapat digaji melalui skema pengadaan
menggunakan belanja jasa sehingga gaji Pegawai Non ASN
masuk belanja operasional

RESPON PEMPROV JATIM TINDAK LANJUT
PENYELESAIAN TENAGA NON ASN
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Penghargaan BKN Award 2022

Terbaik Implementasi
Manajemen ASN

Terbaik I Perencanaan
Kebutuhan dan Mutasi

Terbaik IV Penilaian
Kompetensi



CREDITS: This presentation template was created by 

Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics 

& images by Freepik. 

Thanks!
Do you have any questions?

formasi.jatimprov@gmail.com


